BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS

CoXUMABHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Memmbang :

Mengingat

a.

b.

!\J

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan
tungsi pada Dinas Perumahan dan Permukiman serta untuk
menghindar adanya tumpang tindih pekerjaan, maka tugas
dibidang administrasi pertanahan dialihkan dari Dinas
Perumahan dan Permukiman ke Bagian Pemerintahan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas
Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Seclatan
sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupat
Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2016 perlu dilakukan
perubahan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1 termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah
Tingkat 1 Kabupaten Lampung Selatan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1939
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821});

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor &2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemburan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Q\

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkai
Dacrah Kabupaten Lampung Sclatem  (Lembearain Dacrah

Rabaparen Laonpung Sclatas Tohan 20060 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 106,

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2018&
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung
Sclatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Tugas
dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR
44 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN
PADA  DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada
Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung
Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf g, h dan 1 Pasal 41 dihapus, schingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Untuk  menvelenggarakan  tugas  pokok sebagnimcmg
dimaksud dalam Pasal 40, rincian tugas Kepala Scks)
Administrasi Kewilayahan adalah sebagai berikut :



.

melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya
dilingkungan  bidang pertanahan dalam rangka
penyusunan program dan rencana kerja  Scksi
Administrasi Kewilayahan untuk dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

menginventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Administrasi
Kewilayahan dan menyusun bahan untuk pemecahan
masalahnya;

menylapkan bahan penyusunan perumusaill
penyelenggaraan administrasi kewilayahan;

menyiapkan  bahan pembinaan, petunjuk teknis
penyelenggaraan administrasi kewilayahan;

. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan

administrasi kewilayahan;

menylapkan daya investigasi, bahan evaluasi dan
mengumpulkan bahan dalam rangka tertib administrasi
kewilayahan,

dihapus;
dihapus;
dihapus;

mengumpulkan bahan koordinasi kebijakan daerah
dalam penyelesaian permasalahan kehutanan;

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi
Administrast Kewilayahan agar dapat melaksanakan
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;

membagi habis tugas Seksi Administrasi Kewilayahan
kepada Aparatur Jabatan Fungsional Umum  sebagai
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing;

. mengumpulkan, menghimpun dan menvusun bahan

untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai
masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja
lebih lanjut;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berfaku pada tanggal pelantikan
pcjabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Agar scuap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di kalianda
pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto
NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

FREDY SM
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 44



